




NEGARA HUKUM & HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Dosen Pj : Dian Kagungan

NEGARA HUKUM
 	 
 Negara hukum merupakan sebuah negara yang mengatur pemerintahan berdasarkan konstitusi atau peraturan dasar dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya.
 Negara hukum bertopang pada sistem demokrasi yg disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat). Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya.
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NEGARA HUKUM	DEMOKRASI
 (

 
Asas legalitas, Pelaksanaan
 
wewenang oleh organ
 
pemerintahan
 
harus
 
ditemukan
 
dasarnya pada perundang-
 
undangan tertulis (undang-
 
undang
 
formal).

 
Perlindungan
 
hak
 
asasi
 
manusia.

 
Pemerintah
 
terikat
 
pada
 
hukum.

 
Monopoli
 
paksaan
 
pemerintah
 
untuk menjamin penegakan
 
hukum.

 
Pengawasan
 
oleh hakim
 
yang
 
merdeka.
) (

 
Perwakilan
 
politik.

 
Pertanggung
 
jawaban
 
politik.

 
Pemencaran
 
kewenangan.

 
Penyelenggaraan
 
pemerintahan
 
harus
 
dapat
 
di
 
kontrol.

 
Kejujuran dan keterbukaan
 
pemerintahan
 
untuk
 
umum.

 
Rakyat
 
diberi
 
kemungkinan
 
untuk
 
mengajukan
 
keberatan.
)

Tugas-Tugas Pemerintah dalam Negara

Hukum Modern W(
 (
a)
b)
c)
d)
Membuat peraturan dalam bentuk
 
undang-undang
 
baik
 
dalam
 
arti
 
formal
 
m
a
u
p
u
n
 
m
a
t
e
r
ii
l
 
y
a
n
g
 
d
i
s
e
b
u
r
e
t
 
g
e
li
n
.
Pemerintahan
 
dalam
 
arti
 
secara
 
nyata
 
memelihara kepentingan umum yang
 
disebu
b
t
estuur.
Penyelesaian
 
sengketa
 
dalam
 
peradilan
 
p
e
r
d
a
t
a
 
y
a
n
g
 
d
i
s
e
b
u
y
t
 
u
s
t
i
s
i
.
Mempertahankan
 
ketertiban
 
umum
 
baik
 
secara preventif
 
maupun
 
represif,
 
didalamnya termasuk peradilan pidana
 
y
a
n
g
 
d
i
s
e
b
p
u
o
t
 
li
t
i
e
.
) (
Menurut
Lemaire
) (
a)
b)
c)
d)
e)
Perundang-undangan.
Pelaksanaan
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DASAR NEGARA HUKUM
 	 
 Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
 Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang- undang”.
 Merujuk pada konsep Negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong sebagai Negara hukum demokratis.


HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 	 
 Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yg keberadaannya setua dengan konsepsi Negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.
 Hukum administrasi Negara tedapat dua aspek, yaitu:
a. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakuan tugasnya.
b. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

RUANG LINGKUP HAN (1)
 	 
	Prajudi Atmosudirdjo membagi Hukum Administrasi
Negara dalam dua bagian :
a. Hukum Administrasi Negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi Negara.
b. Hukum Administrasi Negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara umum berkenaan dengan peraturan-peraturan umum.


 (
 
 
)RUANG LINGKUP HAN (2)



CJN Versteden menyebutkan bahwa secara garis besar hukum Administrasi Negara meliputi bidang pengaturan sebagai berikut;
a. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan kesopanan, dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga Negara yang ditegakan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah.
b. Peraturan yang ditunjukan untuk memberikan jaminan social bagi rakyat.
c. Peratuuran-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah.
d. Pertauran yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum.
e. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak.
f. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga Negara terhadap pemerintah.
g. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi.
h. Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah.
i. Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan.

Hubungan HTN & HAN
 	 



Hukum Tata Negara dibentuk melalui peraturan hukum dimana organ-organ itu dibentuk dan diberi kewenangan. Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan negara dalam keadaan bergerak. Hukum Administrasi Negara memuat peraturan hukum yang mengikat organ-organ dan kapan organ-organ ini menggunakan wewenangnya.

SUMBER-SUMBER HAN
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formal
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Sumber hukum materiil
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Sumber
 
hukum
 
historis
 
sebagai sumber di mana
 
pembuat
 
undang-undang
 
mengambil bahan dalam
 
membentuk peraturan
 
perundang-undangan.
Sumber hukum sosiologis,
 
Artinya
 
peraturan
 
hukum
 
tertentu
 
mencerminkan kenyataan yang
 
hidup
 
dalam
 
masyarakat
) (
Peraturan
 
perundang-undangan,
 
suatu peraturan bilamana
 
peraturan
 
itu
 
mengikat
 
setiap
 
orang dan ketaatanya dapat
 
dipaksa
 
oleh
 
hakim.
Yurisprudensi,
 
diartikan
 
sebagai
 
himpunan putusan-putusan
 
pengadilan yang disusun secara
 
sistematik. Kita menyebut juga
 
hukum
 
buatan
 
hakim.
)


KASUS
 	 


Satu keluarga di Desa Lembatongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dibunuh sekelompok orang tak dikenal pada Jumat, 27 November 2020. Diduga pelaku merupakan kelompok teroris pimpinan Ali Kalora yang menjadi incaran polisi.
Empat anggota keluarga yang merupakan ayah, ibu, anak dan menantu ditemukan tewas mengenaskan di sekitar rumahnya. Seluruhnya terdapat luka akibat serangan senjata api. Menurut saksi, korban diserang sekelompok orang yang membawa senjata laras panjang dan pendek. Tidak hanya membunuh korban, pelaku juga melakukan pembakaran terhadap beberapa rumah milik korban dan warga.Namun, secara formal rumah ibadah tersebut tidak bisa disebut gereja. Akan tetapi, rumah tersebut memang tempat masyarakat desa setempat beribadah.
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